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PERATURAN BUPATI TORA"IA LTTARA

NOMOR I TAHUN 2OL9

TEIVTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"'A UTARA,

a. bahwa peraturan tentang pengalokasian Banttran

Operasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan layanan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Eupeti tentang Banhran Operasional

Pendidikan.

1. Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2OOg tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Ropublik

Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47, Tarrbahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Norrnor 428611'

2. Undang-Undang Nomor 20 Tatrun 2OOg tentang

Eistem P-endidikan Nasional (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOg Nomor 78,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a3O1);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan

P"emerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aaBB);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2O0B tentang

Menimbang

Mengingat
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Pembenhrkan Kabupaten Toraja utara di Provinsi

Sulaweei Selatan (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a87al;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang

P"ernerintahem Daerah (Irmbararr Negaia Republik

Indonesia Tahun zAI4 Nomor 244, Tambahart

Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telatr diubatr beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomoir'9 Tattun 2015 tenteiig

Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun 2OL4 Gntang Pemerintatran Daeratr (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

6, Feraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun ?OO5 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 41; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Perattrran Femerintatr Nomor 19

Tatrun 2OOS tentang Standar Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2013

Nomor 7L, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5alOh

7. Peratrrran Pemerintatr Nomor 47 Tahrun 2OO8 tentang

Wqiib Belqjar (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OAA Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indoneeia Nomor aEffi);

8. Peraturan Pemerintatr Nomor 48 Tahun 20O8 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86ah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengetolaan dan Penl.elenggaraan Fendidikart

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O1O

\-,
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Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebatairuma telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2OLO tentang Pengelolaan dan

Pendidikan Nega,ra

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Ll2'
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

10. Perahrran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lcmbaran

Nogara Republik Indoneeira Tahun 2O14 Nomor 92;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

11. Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Barang/Jasa Pemerintatr

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 16);

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

14 Tahun 2O18 tentang Penerimaan Peserta Didik

Baru Pada Taman Kanaki Sekolah Dasar; Sekolah

Menengah Fertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan; Atau Bentuk lain yang Sederajat

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor l4);

14. Peraturan Daerah lkbupa.ten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2OlO tentang Fokok-Pokok

Daerah (kmbaran Daerah l(abupaten

Toraja Utara Tatrun 2O1O Nomor 11;

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

15. Feraturran Daerah l(abupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2O16 tentang dan Susunan

Perangkat Daerah l(abupatcn Toraja Utara (Irmbaran

Daerah l(abupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,
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Tambahan Iembaran Daerah Kabupa.ten Toraja Utara

Nomor 6l);
16. Peraturan Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 13

Tahun 2016 tentanB Fenyelenggaraan Pendidikan

(kmbaran Daerah Kabupaten Toqia Utam Tahun

2016 Nomor 13, Tambahan lrmbaran Daeralr

Kabupaten Toraja Utara Nomor 7O);

17. Peratuira.n Bupati Toraja Utara Nomor 5O Tahun 2016

tentang Susunan, Organisasi, Tugas

Pokok, FungFi dan Rinciirn Tugae Serta Tata

Kerja Dinas Pendidikan l(abupaten Torqja Utara

(Berita Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Tahun ?O16

Nomor 51).

: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN.

BAB I

IGTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah lhbupaten Toraja Utara,

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan deng'an prinsip otonomi eeluae-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indoneeia dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai uneur penyelengara Bemerintahan Daerah,

4. Bupa.ti adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dinas adalah Dinae kndidikan lhbupa.Gn Tomja Utara.
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

7. Fendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah berbenhrk

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau

bentuk lain yang eedenaJat eerta Bckolah Menengatt

Fertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (ll,tTs) atau

benhrk lainnya yang sederajat.

8. Hak Dasar adglah

pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berktralitas.

9. Banhran

disingkat

yang selanjutn5ra

adalatr elrcma pembiayaan bagi

pelaksanaan pendidikan dasar yang ditanggulangi oleh

Femerintah Daerah guna meringankan biaya pendidikan

peserta didik di l(abupaten Toraja Utara.

10,

di bidangadalah

yang

Bantuan

sebagian

program terpadu

meliputi keb[akan
pengembangan, pengawasan, dan pengendalian bantuan

ll.Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu Program

melalui pemberian

sekolah guna

moringankan biaya aekolah peocrta didik.

12. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang

pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

13. Dana pendidikan adalah eumber daya keuangan yang

dialokasikan untuk Bantuan Operasional Fendidikan.

14. Prolil eekolah adalatr gambaran tcntang beaaran peEerta

didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan

yang daear

15. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya dieingkat PBM

adalah keseluruhan kegiatan pem baik yang

dilakukan di dalam lirelaa maupun di luar kelae guna

menghasilkan lulusan yang bermutu.
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l6.Insentif tenaga kependidikan adalah tambahart

penghasila,n (bukan guru) tetapi kepada tenaga

perpustakaan, tenaga laboran, bqians sekolah, satpam

dan honorer lainnya yang diengket berdesarkan

kebuhrhan dalam peningkatan mutu luaranllulusan.

17. Komisi P-engawaisan Banhran Operasional Fendidikan

yang selanjutnya disingkat Komwas BOP adalah lembaga

independen yang dibenhrk P-emerintah Daeriatr yang

berfirgas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

Birnhrern Operasional Pendidikan agar tetap sesuai

dengan hrjuan Banhran Operasional Pendidikan di

Daeratr,

18. Tim Pengendali Bantuan Operasional Pendidikan

Ifubupaten adalatr Tim yang berhrgas mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan Banhran Operasional

kndidikani aBil tetap seeuai dengan hrjuan dart

sasaran Banhran Operasional Pendidikan.

BAB TI

SASARAN PEMBIAYAA,N

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 2

Asas dan Trrjuan Bantuan Operasional Pendidikan adalah:

€.; Penyelenggaman Banhran Operaeional kndtdikan
Kabupaten ?oraja Utara berdasarkan beberapa rtzas

yaihr :

1. Asas Pemerataan;

2, Asas Jaminan Kualitae;

3. Asas Partisipatif;

4, Asas Transparansi;

5. Asas Akuntabilitas;

6. Asas Edukasi; dan

7. Asas Kompetensi.

b, Tujuan Bantuan Operasional kndidikan adalah :

1. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi

aemua anak usia Sekolah;
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2. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan;

3. meninghatkan relevansi Pendidikan yang berbaeis

kompetensi agar dapat mengil<uti perkembangan

global; dan

4. meningkatkan efisiensi dan efektilitas

penyelenggaraan Pendidikan Itubupaten Toraja Utarra

unttrk memenuhi mutu dan produktivitas sumber

daya mernusia yang unggul.

Pasal 3

Sasaran pembiayaan Bantrran Operasional Pendidikan

meliputi:

a. jeqiang pendidikan dasar terdiri atas:

1, Seholah Dasar;

2. Sekolatr Dasar Luar Biasa;

3, Madraeatr lbtidayah;

4. Sekolah Menengah Pertama;

5. Sekolatr Menengah Fertama Luar Biaea; dan

6. Madrasah Tsanawiyatr;

b, jenjang pendidikan menengah tediri atas:

1. Sekolatr Menengatr Pertama;

2. Sekolah Menengatr Pertama Luar Biasa; dan

3. Madrasah Tsanawiyah.

BAB III

PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagan Kesatu

Tata Cara Dan Prosedur Fengalokaeian Fembiayaan

Pasal 4

(1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada :

e.; Daeratr dekat untuk jenjang SD dialokaeikan eebesar

Rp15.0O0.OOO,0O (lima belas juta rupiah) unhrk
aetiap eekolah per satu tahun, jenjang SMP

dialokasikan sebesar Rp2O.OOO.OOO,OO (dua puluh
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juta rupiah) untuk setiap Sekolah per sahr tahun,

lokasinya meliputi:

1. IGcamatan Rantepao;

2. Kecamatan Tallunglipu; dan

3. Kecamatan Kesu'.

b. Daerah eedang unhrk jenjirng SD

sebesar Rp20.0O0.000,00 (dua puluh juta

untuk eetiap eekolah per satu tahun, jenjang SMP

dialokasikan sebesar Rp25.000.00O,00 (dua puluh

lima juta rupiifi) untuk setiap Sekolah per sahr

tahun, lokasinya. meliputi :

. Keoamatan Tikala;

. Kecamatan Sesean;

, Kecamatan Sesean Suloara;

Tondon;

Kecamatan Sanggalangi;

Kecamatan Sopai;

Itupala Pitu; dan

Kecamatan Bangkelekila'

c. Daerah jauh unhrk jenjang SD dialokaeikan sebeear

Rp3O.0OO.O0O,0O ltiga puluh juta rupiah) unflrk
B€tiap sekolah per satu tahun; jenjang SMP

dialokasikan sebesar Rp35.OOO.Ofi),OO (tiga puluh

lima juta rupiah) untuk eetiap Sekolah per satu

tahun, lokasinya meliputi

Awan Rantekarua;

1

2

3

4

5

6

7

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

Kecamatan

IGcamatan

Kecamatan

Kecamatan

t.

Kecamatan Sa'dan;

Kecamatan Balusu;

Kecamatan Nanggala;

Kecamatan Buntao';

Kecamatan Rantepao; dan

10. Kecamatan Denpina.

d. dan lain-lain sesuai dengan

E

(2) Pengalokasian anggaran dilakulran dengan prosedur:



a. setiap sekolah sasaran penyelenggaraan BOP

data profil sekolah pada awal

tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam

2 (dua) yaihr masing-maeing untuk tim
EOP Kabupaten, dan arsip sekolah yang

bersangkutan; dan

BOPb. tim
rekapitrdasi data sekolah berdasarkan piolil sekolah

sebagaimana dirnaksud pada huruf a sebagai bahan

laporan, untuk selanjutnya digunakan scbagai bahan

penyusunan alokasi anggaran

Sekolah untuk ditetapkan oleh Bupati,
(9) taporan data sekolah

dimaksud pada ayat (2) huruf b
triwulan.

disampaikan setiap

(4) Ttm BOP Kabupaten wajib
verilikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan

(5) Tim Pengendqli BOP I(abupaten sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (4) ditetapkan dengan KeputuBan Bupati,

Bagian Kedua

Tata Cara Dan Prrosedur Verifikasi

Pasal 5

(1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data
profrl eekolah dan pertangungiawaban keuangan yang
di4iukan oleh sekolah sasaran penerima BOp.

(2) Tim Fengendati BOP l(abupaten berwenang menguaulkan
penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum
menyampaikan laporan atau
laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan
petunjuk teknie penggunaan BOp.
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Pasal 6

(1) Penetapan pengalokasian biaya oleh Bupati berdasarkan

hasil verilikasi dan validasi data yang dilakukan Tim

Pengendali BOP lfubupa.ten.

(2) Kepala Dinas P€ndidikan mcngajukan usulan nencana

biaya BOP kepada Bupati.

(3) Bupati menetapkan alokasi BOP sctiap tatrun seeuai

usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

DAN PENG

BANII'AN OPERASIONAL T'ENDIDII(AN

Bagian Kesahr

Ponolakan Dana Banhran Operasional Fendidikan

Pasal 7

(1) Sekolah srrasta berhak menolak EOP yang dituaflgkan

dalam suatu pernyataan dan/atau keprrtusan yang t€lah

mendapat perrsehrjuan dari yayasan dan/atau komite

sekolah/ majelie madrasah.

(2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan EOP

wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang

Bagian Kedua

Fembiayaan Penyelengaraan Program

Pasal 6

Pemerintah Daeratr dapat maninjeu kcmbeli penyelnran

BOP apabil,a sekolah penerima BOP tidak dapa.t memenuhi

FF:'I.FI

10



BAB V

STANDAR MUTU PROSES BEI,A"TAR, MBNGA.IAR

Pasal 9

Penyelengig;sro BOF tre*at$ mendor.o-ng stmdss sBuS*

proses belajar mengajar secara efektif.

Pasal 1O

Standar muttr s€bagaimana dimaksud dalam Pasal g

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BAB VI

KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PEI{YALURAN DANA

BAIYTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Bagan Kesatu

Komponen Pembiayaan

Pasal LI

(1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan BOp meliputi:
a. pembiayaan proses belqiar mengqiar; dan
b. pembiayaan ekstrakurikuler.

(2) Binqlqll kompnneq pembigyaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (II, berupa Rencana Kerja dan Anggaran
sekolatr yang diiabarkan ke dalam Rencana Kerja
Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite
sekolah dtrn disahkan oleh Kepala Dinas Fendidikan.

(3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen
sebagaimnna dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. pengembangan profesi guru dan kompetensi

guru/kepala sekolah;

b. pelatihan kepemimpinan masa depan terpadu yaihr:
1. Organinasi Siswa Intra Sekolatr (OSIS);

2. Kepramukaan;
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3. Palang Merah Remaja (PMR);

4. Disiplin Lqlu Lintas;

5. Usaha lftsehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan

Pencegahan Narkoba;

6. spiritual question, emotional question, intcleltual
question/ pendidikan kaft*tGr;

7. kantin kejujuran;

8. olahraga,janhrng sehat, dan kescnian;

9. wawasan wiyata mandala;

10. pendidikan bela negarai

11. pelatihan paskibraka/tata upacara bendera dan

Lomba gerak jalan tingkat kabupaten/perayaan

hari kemerdekaan; dan

12, kewiraueahaan; koperaei dan perbankan,

c. lomba siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN).

(4) Fembiayaan BOP sebagaimana dimakeud pada ayat (1)

huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak

dibiayai oleh eumber pembiayaan lainnya,

(5) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud

pa.da aya.t (U huruf b; meliputi pembiayaan terkait

dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh

sumber pembiayaan LainnYa,

(6) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi

pembiayaan jasa pelaksanaan kegatan terkait

dengan kegiatan operaeional pernbelajaran dan

pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber

pembiayaan lain.

(7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

eebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibayarkan

pafing banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas

dan tangung jawab maeing-maeing,

(8) Tenaga pendidik dan tenega kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan

pengembangan profesi meldui organisasi profesi

keguruan yang aah dan disetujui berdaearkan peraturan

perundang-undangan, dapat dibiayai dari

penyelengaraan BOF secala proporaional.
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Pasal 12

$ekolah da.Bat m-enetapkalr pnontas kpmponen

dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan

sekolah dalam rangla
penyelenggaman proees belajar mengajar untuk peningkaten

muhr pendidikan.

Pasal 13

Penetapan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dalam pelaksanaannya ditetapkan

dengan lGputusan Bupati.

Bagian lGdua

Syarat dan Mekaniome Penyaluran

Bantuan Operasional Pendidikan

Untuk Jenjang P.endidikan Dasar dan Menengah

Pasal 14

(f) $yar4t-syarst s€-kolah penerima BOP qebagai berikut:
a. memiliki izin

b. wajib kesediaan

cukqp;menerima BOP di atag kertas bermeterai

c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses

pembelajaran di sekolah; dan

d. wajib menem alokasi dana dan laporan
penggunaan BOP pada papan pengumuman aekolah
yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Mokanisme penyaluran BOP diattrr eebagai berikut:
a. penyaluran dana dilakukan setiqt. triwulan (tiga

bulan) sahr lirali masing-masing pada tahun berjalan;
b. penyaluran dana pada triwulan kedua dan

selanjutnya, dilakuhn scGlah ekolah penerima
dana telah laporan
pertangungiawaban pada triwulan aebelumnya;

Daerah dapat menunda dan/atau
menghentikan pembayaran jika eekolah penerima

c
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BOP tidak memenuhi kewajibannYa

dimnkeud pada ayat (2) huruf b;

d. dana BOP yang tidak dirnanfaatkan pada tahun

berjafan wajib disetorkan kembdi ke ksie Daerah

sebelum tahun berjalan berakhir; dan

e. haeil kembrili ke Kas Daerah

sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan

ke Dinas Pendidikan dan tim tindak lanjut berupa

tanda bukti kembali paling lambat

minggu ke II (dua) bulan.Ianuari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Bantuan Operasional hndidit<an

Pasal 15

(1) Dana BOP dilarang aigunakan selain peruntukannya.

(2) Komponen subsidi BOP yang dilarang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. r-fl-e,rsbieyar kedatas yaBC telah dibirvai ol.eh ertmb€r

dana lain;

b. dieimpm dalam jangka wektu lama dengan maksud

mendapatkan keuntungan (bunga) ;

c. dipinjamlran kepada pihak lain;

d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas

eekolah dan memerlukan biaya beonr, misalnya studi

banding, shrdy tour (karya wisata), dan sejenisnya;

e. membayar bonus atau pakaian guru;

f. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung

prosos pembelajaran; dan

g. menanam saham.

BABVII

MONITORING, EVALUASI, DAN

Pasal 16

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk
pembinaan, dan penyelesaian masalah

t4
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(2) Hasil monitoring dan erraluasi disampaikan dafam

benhrk laporan terhrlio irecara berltala kepada Bupa.ti.

(3) Pelaksanaan lregatan evaluasi, dan

pelaporan dilakukan oleh Tim Fengendali l(abupaten.

(4) Ketenhran lebih lanjut mengenai tata cara monitoring

dan evaluaei Berta pelaporan eebagaimana diinakeud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan

Ferattrran Bupati.

(5) Organisasi Tim Fengendali sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakqirakan Femerintah Daerah secara

berjenjang dan Komisi Penga.was BOP.

BABVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses

dalam peningkatan mutu BOP dan muttr luaran/lutusan.
(2) Peran serta mas5raralet sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapet berber-ttqk dukungan sarana dan
prasarana sekolah dan pengawasan.

(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dan
ayat (2) diahrr dengan Perahrran Bupati.

Pasal 18

(f) Peran serta masyaraliat dalaa pembiayaan tidak dapat
disetor pa.da sekolah melainkan disetor langsung orang
tua murid/masyarakat dan/atau siapa saja kepada
rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebegai
Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan
pihak ketiga,

(2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan
kepada eeholahyang

(3) Dana peran serta

mutu belajar

eiswa,

t5

bas

mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurik:uler



!

insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan unnrk

menjamin mutu luaran/
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmberian

F{rJfi] sebagaimiana dimaksud pa.da ayat (1) diahrr

dengan Perahrran Bupa.ti.

BAB D(

KOMISI PENGAWAS BOP

Pasal 19

Komisi Penga.was bersifat dan

melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 20

IG.tentua& lebih leqiut s]rarat, mekenig4te

pembentukan, serta tugas pokok dan fungsi Komisi

Pcngawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diahrr

dengan Peraturan Br.lp,a.ti,

Pasal 21

a-ias penggu.nq4n dan pemanfaatan dsna

subsidi Bantuan Operasional Fendidikan unhrk peningkatan

mutu lulusan peeerta didik.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Paaa722

Hal-hal yang belum diahr dalam Feraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Bantuan Operasional Fendidikan Di lkbupaten Toraja Utara

Daerah Tqrqia Uterq Tahua 2OL7

l6

Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Fasel 24

Per:aturan ilri berlaku Wdr tanggal diuadaagkan.

Agsr rEda4

dalnm BeritaiDas'ah l{atnrpaen Ton{a Utara-

6fart8 mengetahuirya, mcurerintahkatt

Feraturan Bupati ini dengan perrcmpatannya

DiteEpkan di Rentepao
pada tru SaI ? Janusri 2Ol9

trrARA,
A

J{
t
I

JA

Diundanglan di Rantepeo I

pada tsrlgal A Januari 2$19

DAERAH
TORA.'A TJTARA'

IGBUPATEN TORA"'A I,'TARA TATII,'N 2OT9 NOMOR T
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